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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem
Akuntansi Universitas Padjadjaran;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
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9. Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 mengenai
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 54 /P Tahun 2014;

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum;

13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS
PADJADJARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut UNPAD adalah
perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan
umum.

Sistem akuntansi UNPAD adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan, dan aktivitas
keuangan yang dilaksanakan oleh UNPAD.

Pasal 2

Sistem akuntansi UNPAD merupakan acuan pengelolaan keuangan pada
UNPAD.

Pasal 3

(1) Sistem akuntansi UNPAD terdiri atas:

a. sistem akuntansi keuangan;
b. sistem akuntansi biaya; dan

c. sistem akuntansi aset tetap.
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(2) Sistem akuntansi UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi serta tuntutan akan terciptanya good
governance membawa suatu perubahan besar bagi penyediaan jasa publik
di Indonesia satu dekade terakhir, salah satunya pada layanan jasa
pendidikan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang
berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Paradigma pengelolaan
suatu perguruan tinggi mengalami perubahan dari pola konvensional
menuju pada sebuah perguruan tinggi yang berbentuk BLU. Hal ini
membawa konsekuensi terhadap kebutuhan informasi bagi pengelola
perguruan tinggi tersebut.
Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebagai salah satu perguruan tinggi
negeri yang telah mendapatkan persetujuan untuk menjalankan pola
pengelolaan keuangan BLU dari Menteri Keuangan dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008 pada tanggal 15 September
2008, telah mengantisipasi kebijakan otonomi perguruan tinggi yang
dituangkan dalam peraturan mengenai BLU. Dengan status sebagai BLU
yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomis dan produktif, dan penerapan praktek bisnis yang
sehat, diharapkan UNPAD dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Salah satu konsekuensi dari perubahan status ini adalah Universitas
harus memiliki Sistem Akuntansi BLU yang terdiri dari Sistem Akuntansi
Keuangan, Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Sistem Akuntansi Biaya.
Dengan adanya penyusunan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum
Universitas Padjadjaran ini diharapkan dapat tercipta suatu proses kerja
yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi
yang andal, relevan, akurat dan tepat waktu.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Sistem Akuntansi ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman
implementasi dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana,
pertanggungjawaban dan pelaporan Universitas Padjadjaran.
2. Tujuan



